
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pernenksaan 
Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor s, Tambal1an Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4300); 

1. Undany-Undang Nomor i 7 Tahun 2003 tentang Keuanqan 
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

ivienginyat 

bahwa untuk maksud tersebut diatas. perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Keputusan Komisi Pemluhan Umum Kabupaten 
Banyumas: 

c 
• 

bahwa para personil yang namanya sebaqalmena tersebut dalam 
Larnplran Koputusan lni dipandanq mampu rnoraksanakan tuqas 
tugas dirnaksud, 

b 

a. bahwa guna tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati 
dan Wak1I Bupaf sebagaimana drarnanatkan oatarn Pasal 20 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nemer 44 Tabon 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemil1han Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, Ketua KPU 
Kabupaten perlu menetapkan .~tasan Langsung Bendahara dan 
Benda hara: 

Menimbang 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, 

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA I 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA 

PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 
DI KOMJSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS • 

NOMOR: 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

SALIN AN 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pola 
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); --- 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 · Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246); 

5. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2008 tentang Pemilihan Urn um 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Komitmen bertugas 
untuk: 
a. Melakukan pengendalian terhadap anggaran; 
b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa 

Menetapkan Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Komitmen 
dan Bendahara Pemi!ihan Umum Bupati dan Waki! Bupati Banyumas 
Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari keputusan ini. - 

ATASAN LANGSUNG - BENDAHARA I PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN DAN BENDAHARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 DI KOMIS! 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

2. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
tanggal 24 April 2012; 

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 
01/Kpts/KPU-Kab.012.329373/2012 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 
Bupati Banyumas Tahun 2013; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Urnurn Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat .Jenderal Kornisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Urnum Nornor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemi!ihan Urnum, Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Kornisi Pemilihan Urnum, Kornisi Pernilihan Urnum 
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 201 O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pernilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 
2008 dan Peraturan Kornisi Pemilihan Urnurn Nomor 37 Tahun 
2008; 

KE DUA 

KESATU 

Menetapkan 

Memperhatikan : 
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AAN ROHAENI 

Ttd Sillirum Bitl.isua:i d£n;gan flls1in}'~ 
SEKRETARJAT KPU 

'I'EN BAJflll'UMAS 
· : 1ub:mit,. 

KETUA 

: Purwokerto 
: 25 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
selesai iaporan pertanggungjawaban keuangan secara keseturuhan 
dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Banyumas. 

KELIMA 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 
dan APBD Tahun Anggaran 2013. 

KEEMPAT 

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, 
Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Komitmen dlberi 
kewenangan untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu 
ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. 

KETIGA 

Bendahara bertugas untuk: 
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan 

menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan 
dana sssual dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara; 

b. · Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur 
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; 

c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; 
d. Bertanggungjawb secara pribadi atas psrnbayaran yang 

dilaksanakannya; 
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

kas/barang; dan 
f, Bertanggungjawab atas pslaksanaan tuqas kepada Atasan 

Langsung Bendahara. 

d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati; 

e. Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas. 

._, 
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AAN ROHAENI 

Ttd Sliiliml.n sesuai dc-ngm:i Ei51in,}'lii 
SEKRETA'RIA'f KPU 

ATEN BAJfll'UMAS 
··:ukum,. 

KETUA 

: Purwokerto 
: 25 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

NO NAMA I NIP I GOL. RUANG JABATAN DALAM JABATAN 
KEDINASAN 

1 2 3 4 
1. Ors. Prasetyo Budi Widodo Sekretaris KPU Atasan Langsung 

~••n. Art."'6r\.Al"'\AA An.nAn.,... A nnn Kabupaten Banyumas Bendahara I Pejabat 
l ... U < , l~OU IL I I r eo IUv I UUO 

Pembuat Komitmen 
Pangkat/Gol. Ruang : 
Pembina Tk. I/ IV.b 

2. Sus Aryati, S.E. Staf Pelaksana Benda hara 
NIP: 197603 132010 12 2 001 
Ponnl.-o+lr-r"ll Or ronn · 
r ........ 1~1,uu "-"''-·"• 1 '-"4IL..41 ·~ • 

Penata Muda /Ill a 

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA I 
DC IJ\DJ\T DCllADI IJ\T l/f"\llAITllnCll.l r\J\11.I DCll.lr\J\UJ\DJ\ 
I L-Ul\U#\1 I L..IVIUV#\1 l'\.'-'IVll I IVIL-1'11 IJl\1'11 UL..l'lllJl\111\IV"'\ 

l.arnpiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas 

Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-O 12. 329373/2012 
Tanggal : 25 April 2012 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Penqelola dan Tanqqunq Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

ivie11gi11gat Un1..h:111g-U11dcmg Nornor i 7 Tahun 2003 ieniang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4286); 

c bahwa untuk maksud tersebul diatas. perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Keputusan Korrusi Permhhan Umum Kabupaten 
Banyumas; 

b. bahwa para oersomt yang namanya sebagaimana tersebut dalam 
Larnplran Kcputusan :ni d·lpandang mampu meloksanakcn tug~s 
tugas dhnaksud, 

a. bahwa guna tertib pengelolaan Belanja Hibah Pem11ihan Bupah 
dan Wakil Bupati sebagaimana d1amanatkan dalam Pasal 20 
Peraturar Menteri Dalam Neaeri Nomor 44 Tahun 2007 !entang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemihhan Umum Kepa'a Daerah 
dan Wak1I Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2009. Ketua KPU 
Kabupaten penu rnenetapkan Atasan Langsung Bendahara dan 
Benda hara: 

Menimbang 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, 

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA I 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA 

PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 
DI KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS • 

NOMOR: 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

SALIN AN • 

• 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pola 
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 

· 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246); • 

5. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2008 tentang Pemilihan Um urn 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

; . 
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Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Komitmen bertugas 
untuk: 
a. Melakukan pengendalian terhadap anggaran; 
b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak psnqadaan barang/jasa 

Menetapkan Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Komitmen 
dan Bendahara Pernillhan Urnurn Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 
Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari keputusan ini. 

ATASAN LANGSUNG BENDAHARA I PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN DAN BENDAHARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI 
DAN WAK!L BUPAT! BANYUMAS TAHUN 2013 D! KOM!S! 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

2. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
tangga! 24 April 2012; 

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 
01/Kpts/KPU-Kab.012.329373/2012 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 
Bupati Banyumas Tahun 2013; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Urnurn Nomor 22 Tahun 2008 tentang Psrubahan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
.Jendera! Kornisi Pernilihan Urnurn, Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Kornisi Pemilihan Urnurn, Komisi Pernilihan Urnum 
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pernilihan Urnurn Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 
2008 dan Psraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 37 Tahun 
2008; 

KE DUA 

KESATU 

Menetapkan 

Memperhatikan : 

• 1 
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AAN ROHAENI 

Ttd 

KETUA 

: Purwokerto 
: 25 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
selesai laporan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan 
dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Banyumas. 

KELIMA 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 
dan APBD Tahun Anggaran 2013. 

KEEMPAT 

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, 
Atasan Langsung Bendahara I Pejabat Pembuat Kornitrnen diberi 
kewenangan untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu 
ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. 

KET I GA 

Bendahara bertugas untuk: 
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan 

menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan 
dana sesual dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara; 

b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur 
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; 

c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; 
d. Bertanggungjawb secara pribadi atas pembayaran yang 

dilaksanakannya; 
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

kas/barang; dan 
f Bertanggungjawab atas pelaksanaan tuqas kepada Atasan 

Langsung Bendahara. 

d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati; 

e. Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas. 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



AAN ROHAENI 

Ttd Slilimm sesuai 'd1mgtm aiSlinyl!i 
SEKR~ARIAT KPU 

'r"EN EAJrll'U:M!tS 
,uk:um, 

KETUA 

: Purwokerto 
: 25 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

NO NAMA I NIP I GOL. RUANG JABAT AN DALAM JABATAN 
KEDINASAN 

1 2 3 4 
1. Ors. Prasetyo Budi Widodo Sekretaris KPU Atasan Langsung 

r.11n . .,.,...,....,....Al"\AA ..tn.nAl"\I"\ A rvrv e» Kabupaten Banyumas Bendahara I Pejabat 
l'ilr. J~OU IL I I J~O IUv I uuo Pembuat Komitmen 
PangkaVGol. Ruang : 
Pembina Tk. I/ IV.b 

2. Sus Aryati, S.E. Staf Pelaksana Benda hara 
NIP: 197603 132010 12 2 001 
D<:>nnvoflr-nl 011onn · 
I '"'41 1~1, ...... U "-"'-''• I 'U'"'41 I~ • 

Penata Muda /Ill a 

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 
DI KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS · 

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA I 
DC: 11\D/\T DC:l\nDI 11\T V/"'\l\nlTl\nC:t.l r"\/\t.l DC:t.lr"\/\U/\D/\ 
I L..\J/'"'\1..1/'"'\ I I L..IVll..lU/'"'\ I l'l.\JIVll I IVIL..l't LJ/'"'\l't l..IL..l'tLJ/'"'\I l/'"'\l 'I./'"'\ 

I ::imnir::in · l<Anr itr 1~::in Knmi~i PAmilih::in I lmnm --···.-··-·· .. --.------··. --····-·. -········-·· -···-··· 
Kabupaten Banyumas 

Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 
Tanggal : 25 April 2012 

'.,, 
'' ' .. 
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